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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 
Dalam kehidupan sehari-hari manusia saling berinteraksi, namun tak 

jarangterjadi konflik antara satu dengan yang lain. Hal tersebut mengharuskan 

aturan hukum berkembang ke arah yang lebih baik serta mampu mengimbangi 

perilaku manusia yang bergerak ke arah lebih bebas.Di Indonesia aturan hukum 

haruslah tertulis serta terkodifikasi. Hal tersebutterjadi karena Indonesia menganut 

sistem hukum Eropa Kontinental. Sebagaimanadiketahui bahwa Indonesia pernah 

dijajah oleh bangsa Belanda kira-kira tiga setengah abad lamanya. KUHP Indonesia 

yang berlaku sekarang ini adalah buatanBelanda yang berlaku sejak tahun 1918, saat 

Indonesia dijajah Belanda. Kemudiansetelah Indonesia merdeka berdasarkan, Pasal 

II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan hukum pidana yang 

berasal dari zaman penjajahan Belanda tersebut tetap berlaku.1 Oleh karena itu 

aturan tertulis menjadi sebuah keharusan di Indonesia, agar tidak bertentangan 

dengan asas legalitas, yang menentukan bahwa tiada suatu perbuatan boleh 

dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada 

terdahulu daripada perbuatan itu.2 

 

1 H. A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.60. 

2 R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap dengan Pasal demi pasal , Politea, Bogor, 2019, hlm.27 
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Perkembangan perilaku manusia menjadikan konflik yang terjadi di 

antaranya berkembang ke arah yang lebih serius. Hal ini mengharuskan para 

pembuat regulasi mengimbangi hal tersebut. Para penegak hukum kesulitan 

memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang benar dalam suatu perkara, 

terutama yang berhubungan dengan perkara pidana. Dalam suatu perkara pidana 

pun dalam memutuskan siapa yang bersalah tidaklah mudah, ada unsur- unsur yang 

harus terpenuhi guna memutuskan seseorang bersalah. Menurut P. A. F. Lamintang 

unsur dari suatu tindak pidana terdiri dari 2 (dua) macam unsur yaitu unsur 

subyektif dan unsur obyektif. 

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 

berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya segala yang 

terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus 

dilakukan. 
 

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :3 
 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 

 

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti 

yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 

misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan, 

 
3 P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana 

Di Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 193. 
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dan lain-lain. 

 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 

yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan 

menurut Pasal 430KUHP. 

5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat 

didalam rumusantindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.4 

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah : 

 

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid. 

 

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai 

negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 

“Keadaan sebagaipengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” 

di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Jika suatu unsur tersebut tidak 

terpenuhi maka seseorang tidak dapat di pidana atas apa yang 

dilakukannya.Selain unsur yang dapat menyebabkan seseorang di jatuhi 

pidana atas perbuatannya, di dalam hukum pidana juga terdapat dasar 

peniadaan pidanayang dimana hal ini di perlukan guna melihat siapa 

pelaku dan siapa korban yang sebenarnya, selain itu hal tersebut juga 

membicarakan mengenai siapa-siapa saja yang tidak dapat di kenakan 

pidana di karenakan hal yang di alaminya serta keadaan tertentu.5 

 
4 Ibid,. 
5 Ibid., hlm 193 
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Dasar peniadaan pidana (strafuitsluitingsgronden) haruslah dibedakan 

dengan dasar penghapusan penuntutan (verval van rech tot strafvordering). Yang 

pertama ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan, bahwa sifat melawan 

hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya 

ketentuan Undang-Undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang 

memaafkan pembuat. Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa 

tidak dijatuhi pidana. 

Dasar penghapusan pidana berbeda dengan dasar penghapusan 

penuntutan penuuntutan. Dalam dasar penghapusan penuntutan, hak menuntut jaksa 

penuntutumum yang dihapuskan jaksa, karena adanya ketentuan Undang-undang. 

Dasar peniadaan pidana lajim dibagi dua, yaitu dasar pembenar 

(rechtsvaardingingsgronden) dan dasar pemaaf (schulduitsluitingsgronden).6 Dari 

semua unsur peniadaan pidana terdapat satu unsur yang sering dikesampingkan oleh 

hakim guna memutuskan suatu perkara. Hal tersebut dilakukan guna memastikan 

adanya pelaku dalam suatu kasus, namun mengesampingkan unsur peniadaan 

pidana. Unsur yang sering kesampingkan tersebut adalah pembelaan terpaksa 

(noodweer). 

Pasal 49 ayat 1 KUHP menentukan : “Barangsiapa melakukan 

perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahanka dirinya atau orang 

lain, mempertahankan kehormatan atau benda sendiri atau kepunyaan orang lain, 

dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu 

juga, tidak boleh dihukum”.7 Kalimat ini kiranya masih dapat disingkat 

 

6 H. A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.189 
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sebagai berikut : “Barangsiapa terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan 

atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri, kehormatan 

kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda, baik kepunyaan sendiri maupun orang 

lain, tidak dipidana.” Unsur peniadaan pidana karena pembelaan terpaksa sering 

dikesampingkan dikarenakan seorang penegak hukum lebih mengutamakan obyek 

serta korban dibandingkan subyek dan alasan kenapa hal tersebut terjadi. Dalam hal 

adanya pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat, maka oleh hakim harus 

memperhatikan asas subsidiariteit dan asas proporsitionaliteit yang berlaku pada 

daya paksa (overmacht).8 

Asas subsidiariteit mensyaratkan bahwa bilamana terdapat cara 

pembelaan yang sifatnya lebih ringan, maka yang diserang tidak boleh 

menggunakan cara yang memberikan kerugian lebih besar daripada penyerang. 

Degan kata lain, pembelaan yang diberikan itu haruslahtidak boleh melampaui batas 

keperluan dankeharusan. Orang yang diserang harus memilih cara yang tidak 

mendatangkan kerugian lebih besar pada penyerang daripada yang perlu, 

kepentingan yang dibeladan cara yang dipakai harus maksimal seimbang dengan 

kepentingan orang yangdikorbankan.9 

Pembelaan terpaksa adalah dasar peniadaan pidana yang cukup rumit 

serta memiliki dua dasar di dalamnya yang disebut noodweer dan noodweer exces. 

 

7 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 

lengkap pasal demi pasal , Politea, Bogor, 2019,hlm.64 
8 H. A. Zainal, Op. Cit, hlm. 199. 
9Ibid,. hlm.199. 
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Perbedaan antara keduanya adalah :10 

 

1. Pada noodweer, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada 

noodweer exces perbuatan tetap melawan hukum, tetapi dasar sehingga tidak 

dapat dipidananya pembuat terletak pada keadan khusus, dalam manapembuat 

berada, disebabkan oleh karena serangan yang mengancam seketika. 

2. Pada noodweer, si penyerang tak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada 

maksud pembelaan yang perlu, sedangkan pada noodweer exces pembuat 

melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang 

hebat. 

3. Noodweer adalah suatu dasar   pembenar,    sedangkan noodweer exces 

 

merupakan dasar pemaaf (schulduitsluitingsgond)11 

 

Pembelaan terpaksa adalah dasar peniadaan pidana, yang oleh hakim 

sering dikesampingkan dasar peniadaan pidananya sebab unsur pidananya sudah 

terpenuhi. Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang noodweer yang selama 

ini kebanyakan Pengadilan di Indonesia tidak mempunyai kasus tentang noodweer 

tersebut, padahal jika dilihat dari kronologis ceritanya ada yang meyangkut tentang 

noodweer itu, tetapi didalam putusan hakim itu tidak ada alasan pembenar dan 

pemaaf. Banyak kasus pembunuhan ataupun penganiayaan, jika lebih dicermati hal 

itu kemungkinan bisa menjadi putusan bebas karena pelakunya melakukan 

pembelaan diri (noodweer) atau pembelaan diri yang melampaui batas 

 

10Ibid., hlm. 200. 

11Ibid., 



7 
 

 

 

 

 

 

(noodweer exces). Hal tersebut perlu analisis secara tepat oleh para penegak hukum 

sebab walau bagaimanapun dasar peniadaan pidana karena pembelaan terpaksa 

harus ditegakkan karena hal tersebut sudah diatur secara tegas di dalam Pasal 49 

ayat (1) KUHP. 

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan 

berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu 

terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap 

penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian 

putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini 

merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya. 

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna 

penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Bahwasanya istilah 

“putusan hakim”di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian 

hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan 

“mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, 

hak asasimanusia, penguasaan hukum, fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, 

sertavisualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. 

Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli dan KUHAP;12 

 

1. Laden Marpaung Pengertian “putusan hakim” menurut Laden Marpaung 

bahwa: “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 

 
12 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; 

Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2014, hlm. 129. 
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dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat 

berbentuk tulisan maupun tulisan.” 

2. Lilik Mulyadi Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka 

“putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim 

karenajabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk 

umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada 

umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas, lepas dari segala 

tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan 

perkara.”13 

3. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai: 

“pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang 

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam 

hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.” 

Dari penjelasan mengenai putusan hakim di atas bahwa putusan hakim 

merupakan “akhir” dari proses persidanganpidana pada tingkat pengadilan negeri 

telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah 

menerima putusan atau menolak putusan. Dan melakukan langkah upaya hukum 

banding/kasasi, atau grasi. Selain itu putusan hakim merupakan mahkota dari 

puncak perkara pidana maka diharapkan putusan hakim mencerminkan nilai-nilai 

keadilan, kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari 

keadilan. 

 

13 Lilik Mulyadi dalam Ibid, hlm.130 
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Terdapat dua jenis putusan hakim pada peradilan pidana yakni putusan 

yang bukan putusan akhir atau “putusan sela” dan “putusan akhir”, dalam 

praktiknya putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dapat berupa 

penetapan olehhakim sedangkan putusan akhir dapat terjadi setelah majelis hakim 

memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai 

diperiksa. 

Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka 

persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat 

dakwaan yang dibuatnya dan juga Sangkalan dari pihak Terdakwa/Penasihat 

Hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta- 

fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang 

yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudianbiasa kita 

sebut sebagai sebuah putusan hakim. 

Oleh karena itu, maka penulis tertarik menganalisis karya tulis yang 

berjudul : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU 

PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN KARENA PEMBELAAN DIRI 

(Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp). 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan 

ini,antara lain sebagai berikut : 

 Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana terhadap tindak pidana 

pembunuhan karena pembelaan diri? 

 Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Terdakwa? 
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C. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka 

yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sanksi Pinda terhadap tindak 

pidana pembunuhan karena pembelaan diri 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana 

terhadap perkara pembunuhan yang dilakukan terdakwa karena 

pembelaan diri. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Selain tujuan, penulisan skripsi ini juga mempunyai manfaat berdasarkan 

permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai, maka 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

 
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan 

pemikiran serta pengetahuan mengenai penetapan standar pembelaan 

sebagai dasar penghapus pidana. 

Penulisan skripsi ini juga mempunyai manfaat berdasarkan 

permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai 

dan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu 

pengetahuan, khususnya ilmuhukum. Hasil penelitian ini juga dapat 

dijadikan sebagi informasi pembaca yang ingin mengetahui tentang 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembelaan 
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2. Manfaat Praktis 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas 

permasalahan yang akan diteliti. Hasil dalam penelitian ini diharapkan 

dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran pada pihak-pihak 

terkait tentang pembunuhan karena pembelaan diri. Bagi peneliti, 

penelitian ini berguna untum memenuhi salah satu persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penelitian ini yang dilakukan 

peneliti berguna dalam hal melatih dan mengasah kemampuan peneliti 

dalam mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya dalam 

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan diri dan Bagaimana 

dasar pertimbangan Bagi Penegak Hukum (Hakim) dalam memutuskan 

perkara pada tindakpidana pembunuhan karena pembelaan diri tersebut. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian. 

 
Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan tidak 

terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup penulis 

skripsi ini dibatasi pada Penerapan Sanksi Pidana dan Pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan diri dan 

pertimbangan pembelaan diri sebagai salah satu alasan untuk membebaskan terdakwa. 

(Studi PutusanNomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp) 
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F. Kerangka Teori 

 

1. Teori Penjatuhan Putusan 

 

Kekuasaan kehakiman merupakan merupakan badan yang menentukan 

isi, kekuatan aturan-aturan dari hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim 

melalui putusan-putusan. Kekuasaan kehakiman ini diilhami oleh adanya teori 

pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh monteaqueiu yang digunakan agar 

dalam penjatuhan putusan harus adil, tidak adanya keberpihakan, dan 

menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jika kekuasaan kehakiman tersebut tidak 

memiliki kebebasan maka akan timbul sikap ketidakadilan.14 Fungsi utama 

seorang hakim adalah memberikan putusan pada perkara yang diberikan 

kepadanya, hakim memeriksa dan memutuskan perkara menggunakan sistem 

pembuktian negatif.Pembuktian negatif ini adalah pembuktian yang menentukan 

bahwa suatu hak, peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti. Disamping 

adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan daripada keyakinan 

yang dimiliki seorang hakim yang berlandaskan dengan integritas moral yang 

tepat, intinya ialah dalam menjatuhkan putusan hakim bukan hanya meninjau 

dari segi yuridis saja tetapi juga harus meninjau dari segi non yuridis atau 

berdasarkan hati nurani hakim tersebut. 

 
 

14 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progesif”,Sinar 
Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 102 
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2. Theory of necessary defense 

 

Pada Theory of necessary defense (pembelaan yang diperlukan) Fletcher 

mempertanyakan apakah pembelaan atau noodweer termasuk kedalam alasan 

pembenar atau alasan pemaaf.15 “Jika noodweer termasuk atas dasarpertimbangan 

tingkat kejahatan maka noodweer termasuk dalam pembenar khususnya 

melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa. Selanjutnya Fletcher 

mengemukakan bahwa pembelaan yang diperlukan termasuk dalam pembelaan 

diri dan kehormatan pribadi atau orang lain. ” “Pembelaan dapat dilakukan atas 

dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat. “Sehingga tidak ada pilihan 

yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum.” Jika 

masih ada pilihan lain untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan, 

maka pembelaan yang melangar hukum tidak dibenarkan.16 

 

G. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian adalah cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien 

untukmencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang akan 

dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
 

15 M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, PT. Refika 

Aditama,Bandung, 2014, hlm. 70. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah 

penelititan normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian 

yangmengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang 

berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sedangkan 

yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah yaitu penelitian 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang mencakup 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Penelitian jenis ini yang disebut legal research. Dalam penelitian ini penulis 

mengacu kepada jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif yaitu 

penelitian normatif dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah 

yang diteliti dengan melukiskan keadaan objek atau subjek yang ditelitipada saat 

sekarang berdasar pada fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.17 

2. Jenis Pendekatan Penelitian 

 

a. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus 

yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. 

 

 

 
 

17Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 12 
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Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh 

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. 

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 

Dalam penelitian normatif/doktirinal data yang digunakan adalah data 

sekunder. 

 

Sumber bahan hukum yang terdiri dari: 

 
a. Bahan Hukum Primer 

 

Yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan 

pemerintah berupa undang-undang, penulis memakai Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

 
b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti karangan hukum, hasil penelitian dan 

hasil karya ilmiah tertentu. 

c. Bahan hukum tersier 

 

Bahan hkum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupunpenjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder 

misalnya KamusBesar Bahasa Indonesia, kamus Indonesia-Inggris. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan 

yaitu mengumpulkan data sekunder melalui identifikasi buku-buku, literatur, 

artikel, dan hasil penelitian terdahulu serta bahan lain yang masih ada 

hubungannya dengan penelitian yang dilakukan dengan jalan melakukan 

analisis isi terhadap bahan hukum yang di kumpulkan yang bersangkutan 

dengan permasalahan penelitian selanjutnya dikonstruksikan secara sistematis 

sehingga menjadi data yang siap di analisis. Dalam penelitian ini juga mencari 

peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pembunuhan dengan 

alasan pembelaan diri, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan 

putusan perkara tindak pembunuhan karena alasan pembelaan diri. 

5. Analisis Bahan Penelitian 

 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian 

dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 

oleh data. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. 

Mengenai kegiatan analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi 

Pasal-Pasal dokumen ke dalam kategori yang tepat berdasarkan fakta hukum, politik 
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hukum yang menjadi latar belakang, dan teori hukum yang mendasari. 

 
Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara 

deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya 

sesuai dengan permasalahan yang ditelitidan data yang diperoleh. 

6. Penarikan Kesimpulan 

 

Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah secara 

deduktif. Metode deduktif adalah proses berfikir untuk menarik suatu 

kesimpulan, yang bersifat umum berbagai kasus yang mengemukakan 

pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas danterbatas 

dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat 

umum. 
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